BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 76 TAHUN 2021
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 04  Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Lampung Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Nomor 07 Tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan
Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah
diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tahun 2021 Nomor 07).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Timur.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pelaksana pemerintah di
bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang kepala dinas yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 3
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintahan daerah di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, politik dan
ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.



Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

(1)

(2)

perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah
kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan
kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan
antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi
organisasi kemasyarakatan, serta pelakasanaan kkewaspadaan nasional dan
wilayah kabupaaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan
kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,
pemelihraan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan
antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya,
fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan  kkewaspadaan
nasional dan penanganan konflik sosial diwilayah kabupaten sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan pemamtauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan
ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam
negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama,
ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyrakatan, serta
pelaksanaan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangasa dan politik
kabupaten;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :
a. Kepala Badan
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Subbagian Program dan Anggaran
2. Subbagain Keuangan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri dari :
1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
2. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa
d. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :
1. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi
2. Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai
Politik
e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi
Kemasyarakatan terdiri dari :
1. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan
f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konfik terdiri dari :
1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Inteljen
2. Subbidang Penanganan Konflik
Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah
pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan
menyelenggarakan fungsi :

Pasal 8

perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
pengkoordinasian penyusunan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

o op

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 9

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi dalam
bidang perencanaan dan evaluasi, keuangan aset, umum dan kepegawaian.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2),

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;

b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;

c. pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten;

d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;

e. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP);

f. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang
langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambi 1 dalam bidang tugasnya.

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.



(2)

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, rumah tangga
dan administrasi kepegawaian.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2),
Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

=

(1)

(2)

penyiapan bahan dan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian,;

pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan
perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
pengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan,
pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti,
Askes, Taspen dan lain-lain;

pengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;

pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta
keluarga seperti restitusi pengobatan, Taspen dan lain-lain;

penyiapan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor
dan lingkungan kantor;

pelaksanaan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia;
pengendalian surat masuk dan surat keluar;

pengendalian arsip aktif;

pelaksanaan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat;

penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan urusan administrasi keuangan dan pengelolaan aset.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a.

b.
c.

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian
Keuangan;

pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan rutin;

pelaksanaan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

persiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan
keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai
dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;

pelaksanaan administrasi barang dan perlengkapan kantor;



(1)

(2)

penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian,
penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;

penyiapan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor;
persiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan
Barang Unit (RPBU);

penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Pasal 15

Subbagian Program dan Anggaran dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program
dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan
evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2),
Subbagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

a.

penyiapan bahan dan penyusunan rencana dan program kerja Subbagian
Program dan Anggaran;

pengumpulan dan melakukan sistematisasi data untuk bahan penyusunan
perencanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas;

pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data dan informasi serta
menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan;

penyiapan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dokumen
perencanaan;

pelaksanaan fasilitasi dan menyusun rencana kegiatan sebagai bahan RKA;
penyiapan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

penyiapan bahan analisis, evaluasi serta melakukan pengendalian terhadap
pelaksanaan perencanaan dan pelaporan;

melakukan koordinasi horizontal dan vertikal serta lintas bidang dalam rangka
penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan;

menyusun rancangan laporan capaian kinerja bulanan, semesteran dan
tahunan;

penyusunan dan pengkoordinaian dokumen Sistem Kinerja Instansi Pemerintah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ);

penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Subbagian Program dan
Anggaran; dan

pelaksaan tugas lain di berikan oleh atasan.



Bagian Ketiga
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pasal 17

(1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.

(2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Bidang

Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program Kkerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara,
karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan di wilayah kabupaten;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara,
karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan di wilayah kabupaten;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

a. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh Kepala Subbidang
yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

b. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program Kkerja,
merumuskan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan
kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2),

Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan-bahan guna perumusan kebijakan dibidang idiologi dan
wasbang (wawasan kebangsaan);

b. penghimpunan dan mengevaluasi data dan informasi yang berkaitan dengan
ideologi dan wawasan kebangsaan;



c. penyiapan bahan penetapan kebijakan operasional dibidang ideologi dan
wawasan kebangsaan,;

d. pelaksanaan kegiatan pemantapan ideologi nasional dan peningkatan wawasan
kebangsaan;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Subbidang ideologi
dan wawasan kebangsaan;

f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbidang ideologi dan wawasan
kebangsaan;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

(1) Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa dipimpin oleh Kepala Subbidang
yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(2) Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program
kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta
monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka
tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2),
Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan Subbidang Bela Negara Dan Karakter

Bangsa;

b. pelaksanaan kegiatan bela Negara dan karakter bangsa guna memperkuat
pembauran kebangsaan, nilai-nilai luhur budaya bangsa, penghargaan
kebangsaan serta persatuan dan kesatuan;

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbidang Bela Negara Dan
Karakter Bangsa;

d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Bela Negara Pembauran,
Bhineka Tunggal Ika, Sejarah Kebangsaan Dan Karakter Bangsa;

e. pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 23

(1) Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas melaksanakan urusan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta
pemantauan situasi politik.



Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Bidang
Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

a

(1)

(2)

penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta
pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;

penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum/kepala
daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;

pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta
pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;

pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta
pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan
umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 25

Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi pimpin oleh Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang.

Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan program Kkerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah,
pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2),
Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi menyelenggarakan
fungsi :

a.

b.

penyiapan penyusunan program kerja pendidikan politik dan peningkatan
demokrasi;

perencanaan dan pelaksanaan operasional kegiatan di Subbidang Pendidikan
Politik dan Peningkatan Demokrasi;

pelaksanaan pemantapan situasi politik diwilayah kabupaten;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Subbidang
Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;

pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



(1)

(2)

Pasal 27

Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik
dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2),
Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik
menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

(1)

(2)

penyiapan bahan rumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan sistem
dan implementasi politik;

penyiapan bahan rumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan
organisasi politik, organisasi perwakilan dan pemerintah;

pelaksanaan kegiatan bimbingan kepada organisasi politik dan kelembagaan
pemerintahan,;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di
Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi

Kemasyarakatan

Pasal 29

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten/kota di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama
dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan organisasi
masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakat,
pengawasan organisasi kemasyarakat dan organisasi kemasyarakat asing.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
menyelenggarakan fungsi :

a

penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi
masyarakat, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi
sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan
dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah kabupaten;



(1)

(2)

penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi,
sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ,
pemberdayaan, evaluasi organisasi kemasyarakatan dan mediasi sengketa
organisasi kemasyarakatan, pengawasan da organisasi kemasyarakatan asing
organisasi kemasyarakatan wilayah kabupaten;

pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama
dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan,
pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, pengawasan dan asing
organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten;

pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama
dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran , pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan, evaluasi organisasi kemasyarakatan dan mediasi sengketa
organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan
organisasi kemasyarakatan asing di wilayah kabupaten;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan pengahayatan kepercayaan serta
pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan,
pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing
di wilayah kabupaten;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 31

Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dipimpin oleh
Kepala Subbid yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang.

Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapan bahan penyusunan
program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi,
monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2),
Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama menyelenggarakan
fungsi :

a.

b.
c.

penyiapan bahan-bahan penyusunan kebijakan di Subbidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama,;

pelaksanaan kegiatan di Subidang Ekonomi, Social, Budaya dan Agama;
pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta bekerjasama
dengan instansi terkait;

fasilitasi hubungan kerja kerukunan umat beragama dengan pemeintah daerah
dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam pemeliharaan kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan,;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Pasal 33

(1) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugas penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2),

Subbidang Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja subbidang organisasi
kemasyarakatan;

b. penyiapan bahan rumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan
organisasi kemasyarakatan;

c. pelaksanaan kegiatan bimbingan kepada organisasi kemasyarakatan;

d. memantau keberadaan organisasi kemasyarakatan dan mediasi sengketa
organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan
organisasi kemasyarakatan asing;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 35

(1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala
Badan.

(2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja
asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah
kabupaten.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Bidang
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di wilayah kabupaten;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja
sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di wilayah kabupaten;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,



pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di wilayah kabupaten;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga
asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;

f pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 37

(1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen dipimpin oleh Kepala
Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang.

(2) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi,
monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing
kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2),
Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan program kerja, serta merumuskan kebijakan dan

memantau pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini pemerintah daerah di
kabupaten;

b. pengumpulan informasi, koordinasi dan komunikasi data serta informasi/bahan
keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala atau
peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG)
didaerah kabupaten;

C. perencanaan, pencarian, pengumpulan, pengkoordinasiaan dan
mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan intelijen dari berbagai
sumber mengenai potensi gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas
nasional;

d. pemberian rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati Lampung
Timur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini terhadap
ancaman stabilitas nasional;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 39

(1) Subbidang Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Subbidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan program Kkerja, perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan di bidang penanganan konflik.



Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2),
Subbidang Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan rumusan kebijakan pelaksanaan kebijakan guna penyelesaian

dan penanganan konflik;

b. pelaksanaan fasilitasi hubungan antar lembaga, guna penyelesaian dan
penanganan konflik serta pengamanan unjuk rasa;

c. menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik social dalam daerah
dengan berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional;

d. pelaksanaan monitoring serta berkoordinasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan disubbidang penanganan konflik;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41
Pada saat Peraturan ini berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 50
Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 62) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung
Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 08 Desember 2021

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd
M. DAWAM RAHARDJO
Diundangkan di Sukadana

pada tanggal 08 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Ttd
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